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Abstrak 
Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu 
dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas 
dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia 
melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan 
keagamaan, usaha, sosial, budaya, maupun khusus. Berkembangnya 
perekonomian disuatu negara dapat memberikan pengaruh terhadap daerah-
daerahnya, seperti daerah Bogor menjadi tempat parawisata sehingga 
meningkatkan  pembangunan terutama pembangunan penginapan/hotel. 
Bagaimana peraturan pembangunan Penginapan/Hotel  Di Kabupaten Bogor 
berdasarkan UU  Bangunan Gedung. Metode penelitian ini yang digunakan 
adalah Normatif, dengan penelitian deskriptif analitis. Pembangunan Kabupaten 
Bogortelah mengeluarkan Perda Kabupaten Bogor No. 12 Tahun 2009 Tentang 
Bangunan Gedung yang mengatur persyaratan administratif maupun teknis 
berupa IMB dan SLF dalam melakukan pembangunan, penggunaan ruang di 
atas dan/atau dibawah tanah dan/atau air untuk memiliki izin pemanfaatan 
ruang yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 108 
PerdaKabupaten Bogor No. 12 Tahun 2009 mengenai sanksi yang dapat 
dikenakan sebagai akibat pembangunan yang tidak sesuai dengan persyaratan-
persyaratan dapat berupa sanksi administratif ataupun sanksi pidana ringan 
atau beratnya pelanggaran yang dilakukan. 
 
Kata kunci: Hukum Bangunan, Pembangunan Penginapan/Hotel 
 
Pendahuluan 
Pembangunan juga merupakan usaha untuk menciptakan kemakmuran dan 
kesejahteraan rakyat. Di negara berkembang khususnya Indonesia menitik beratkan 
pembangunan dalam bidang ekonomi sehingga kebutuhan akan berbagai bentuk sarana 
dan prasarana beserta infrastrukturnya sangat diperlukan dalam perkembangan 
pembangunan nasional diberbagai bidang yang membuat penghasilan dapat meningkat. 
Dengan berkembangnya perekonomian disuatu negara dapat memberikan pengaruh 
terhadap daerah-daerahnya, seperti daerah Bogor yang dengan perkembanggannya 
menjadi tempat parawisata sehingga membuat Pemerintah Daerah meningkatkan  
pembangunan terutama dalam bidang pembangunan penginapan/hotel. Pasal 7 
Undang-Undang No.28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung dalam melakukan 
pembangunan ada persyaratan yang harus dilengkapi yaitu setiap bangunan gedung 
harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis. Persyaratan 
administratif bangunan gedung yang meliputi persyaratan status hak atas tanah, status 
kepemilikan bangunan dan izin mendirikan bangunan. dan persyaratan teknis meliputi 
persyaratan peruntukan dan intensitas bangunan gedung, arsitektur bangunan gedung 
dan persyaratan pengendalian dampak lingkungan. Apabila setiap pemilik dan/atau 
pengguna yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan fungsi, dan/atau persyaratan, 
dan/atau penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 
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2.50.2 
sampai dengan Pasal 47 Undang-Undang Hukum Bangunan Gedung yang mengatur 
mengenai sanksi-sanksi berupa sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. Oleh karena 
itu penulis tertarik untuk membahas bagaimana pengaturan pembangunan 
penginapan/hotel di  kabupaten bogor. 
 
Pembahasan 
Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan 
Gedung, bangunan adalah bangunan gedung dan bangunan bukan gedung. Bangunan 
gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat 
kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah 
dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik 
untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, 
budaya, maupun kegiatan khusus. Pemerintah Daerah Bogor meningkatkan  
pembangunan terutama dalam bidang pembangunan penginapan/hotel, berdasarkan 
Peraturan Menteri Parawisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 
PM.53/HM.001/MPEK/2013 Pasal 4 Ayat (1)  yang menyatakan “Setiap usaha hotel 
wajib memiliki sertifikat dan memenuhi standar usaha hotel. 
Dalam melakukan pembangunan setiap bangunan gedung harus memenuhi 
persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang sesuai dengan fungsi bangunan 
gedung.  
1. Persyaratan Administratif Bangunan Gedung, meliputi: 
a. Status Hak Atas Tanah dan/atau Izin Pemanfaatan dari Pemegang Hak Atas 
Tanah. Hak atas tanah adalah penguasaan atas tanah yang diwujudkan dalam 
bentuk sertifikat, akta jual beli (AJB), dan akta/bukti lain yang dijadikan sebagai 
tanda bukti penguasaan/kepemilikan tanah, seperti tanah hak milik (HM), hak 
guna bangunan (HGB), hak guna usaha (HGU), hak pengelolaan (HPL), dan hak 
pakai (HP). 1 
b. Status Kepemilikan Bangunan Gedung 
Merupakan surat bukti kepemilikan bangunan gedung yang dikeluarkan oleh 
Pemerintah Daerah, kecuali bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah, 
berdasarkan hasil kegiatan pendataan bangunan gedung. pemilik bangunan 
gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang atau perkumpulan yang 
menurut hukumsah sebagai pemilik  bangunan gedung.2 
c. Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMB) 
Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan 
Gedung mengatur bahwa Setiap orang yang akan mendirikan bangunan gedung 
wajib memiliki izin mendirikan bangunan gedung sebagaimana juga diatur 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 Tentang Pedoman 
Pemberian Izin Mendirikan Bangunan. pengertian Izin Mendirikan Bangunan 
adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemohon untuk 
membangun baru, rehabilitasi/renovasi, dan/atau memugar dalam rangka 
melestarikan bangunan bangunan sesuai dengan persyaratan administrative dan 
persyaratan teknis3. 
d. Sertifikat Laik Fungsi (SLF) 
Pemanfaatan bangunan gedung dilakukan oleh pemilik atau pengguna bangunan 
gedung setelah bangunan gedung tersebut dinyatakan memenuhi persyaratan laik 
                                                          
1
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, Penjelasan Pasal 8 Ayat (1) Huruf A. 
2
Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 2002 
3
 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2010 tentang pedoman pemberian IMB Pasal 1 angka 5. 
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fungsi4. Sertifikat laik fungsi bangunan gedung (SLF) adalah sertifikat yang 
diterbitkan oleh pemerintah daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus 
oleh pemerintah untuk menyatakan kelaikan fungsi suatu bangunan gedung baik 
secara administrative  maupun teknis, sebelum pemanfaatan5. “Laik Fungsi” 
diartikan suatu kondisi bangunan gedung yang memenuhi persyaratan 
administrative dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung 
yang ditetapkan6. Pedoman SLF sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
25/PRT/M/2007 Dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi pemerintah daerah, 
khususnya instansi teknis bangunan gedung dalam menetapkan kebijakan 
operasional SLF. 
e. Ketentuan Pembangunan yang berfungsi sebagai Penginapan/Hotel. 
Penyelenggaraan pembangunan gedung yang digunakan untuk fungsi usaha 
adalah bangunan gedung yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat 
melakukan kegiatan usaha yang meliputi bangunan gedung perkantoran, 
perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata, dan rekreasi, terminal, serta 
bangunan gedung tempat penyimpanan7. Diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri 
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 
PM.53/HM.001/MPEK/2013 Tentang Standar Usaha Hotel menyatakan setiap 
usaha hotel wajib memiliki sertifikat dan memenuhi persyaratan standar usaha 
hotel, usaha yang mencakup hotel bintang dan hotel non bintang. Yang dimaksud 
hotel bintang adalah hotel yang telah memenuhi kriteria penilaian penggolongan 
kelas hotel bintang satu, dua, tiga, empat, dan bintang lima. Hotel non bintang 
adalah hotel yang tidak memenuhi kriteria penilaian penggolongan kelas hotel 
sebagai hotel bintang satu. 
2. Persyaratan Teknis Bangunan Gedung 
Merupakan persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan bangunan. 
Persyaratan yang berkaitan dengan struktur bangunan, keamanan, dan keselamatan 
bangunan, kesehatan lingkungan, kenyamanan, dan lain-lain yang berhubungan 
dengan rancangan bangunan termasuk kelengkapan prasarana dan fasilitas 
lingkungan. 
3. Persyaratan Ekologis Bangunan Gedung 
Dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung 
mengenai persyaratan ekologis adalah persyaratan pengendalian dampak lingkungan 
yang menyatakan bahwa setiap mendirikan bangunan gedung yang menimbulkan 
dampak penting, harus didahului dengan menyertakan analisis mengenai dampak 
lingkungan yang termasuk dalam persyaratan tata bangunan agar lokasi yang 
bersangkutan sesuai dengan RTWR Kabupaten/Kota, RDTRKP, dan/atau RTBL 
sebagaimana diatur juga didalam Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 
 
 Perkembangan wilayah terjadi dalam berbagai bidang khususnya dalam bidang 
pembangunan, dengan banyaknya parawisatawan yang datang ke Bogor membuat 
Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor lebih meningkatkan pembangunan baik sarana 
maupun prasarana dan infrastrukturnya, selain Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor  
                                                          
4
 Pasal 37 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung 
5
 Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung. 
6
 R.Serfianto Dibyo P, Dkk. Panduan Lengkap Mengurus Dokumen Property. (Yogyakarta: Pustaka Yustisia 
2012), h.219. 
7
 Marihot Pahala Siahaan, Hukum Bangunan Gedung Di Indonesia, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 
2008), h.36-37. 
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ada juga para pelaku usaha yaitu masyarakat sekitar yang ikut serta meningkatkan 
pembangunan. Pembangunan yang dilakukan seperti pembangunan restaurant atau 
rumah makan sederhana, perhotelan dan tempat-tempat wisata alam lainnya.  
 Perkembangan pembangunan di Kabupaten Bogor telah mengeluarkan 
Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Bangunan Gedung 
yang mengatur mengenai persyaratan baik persyaratan administratif maupun teknis 
dalam melakukan pembangunan, penggunaan ruang di atas dan/atau dibawah tanah 
dan/atau air untuk bangunan gedung harus memiliki izin pemanfaatan ruang yang 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 Pembangunan Penginapan/Hotel berdasarkan persyaratan-persyaratan yang 
diatur dalam Pasal 9 Perda Kabupaten Bogor tentang bangunan gedung, persyaratan 
yang dimaksud meliputi persyaratan administratif, persyaratan teknis dan persyaratan 
ekologis 
 Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Tentang Bangunan Gedung 
mengatur mengenai persyaratan administratif bangunan gedung adalah persyaratan 
yang berkaitan dengan kepemilikan dan perizinan suatu bangunan yang meliputi status 
hak atas tanah harus yang jelas baik milik sendiri ataupun milik orang lain, status 
kepemilikan bangunan gedung, dan izin mendirikan bangunan, serta Pasal 9 Peraturan 
Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Bangunan Gedung dan  sesuai 
dengan Pasal 87 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 Tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 dan telah mendapatkan 
dukungan dari warga masyarakat sekitar pembangunan, maka dari itu Pemerintah 
Daerah Kabupaten Bogor menerbitkan Surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah. 
 Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2009 Tentang 
Bangunan Gedung yang menyatakan bahwa setiap orang atau badan sebelum 
membangun atau akan melakukan perubahan terhadap bangunan gedung diharuskan 
memiliki IMBG yang disetujui oleh bupati, apabila tetap melakukan pembangunan tanpa 
IMBG dapat dikenakan sanksi administratif atau sanksi pidana. 
Pasal 4 Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia 
Nomor PM.53/HM.001/MPEK/2013 Tentang Standar Usaha Hotel menyatakan setiap 
usaha hotel wajib memiliki sertifikat dan memenuhi persyaratan standar usaha hotel, 
usaha yang mencakup hotel bintang dan hotel non bintang yang sesuai dengan kriteria 
penilaian yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Penilaian standar usaha hotel yang 
mencakup persyaratan dasar yang diatur dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Pariwisata 
Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor PM.53/HM.001/MPEK/2013 Tentang 
Standar Usaha Hotel Dalam Melakukan Kegiatan Usaha Hotel. 
 Sanksi-sanksi yang berlaku terhadap pelanggaran dalam hal persyaratan 
pembangunan berdasarkan Pasal 108 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 
Tahun 2009 Tentang Bangunan Gedung mengenai sanksi yang dapat dikenakan sebagai 
akibat dari melakukan pembangunan yang tidak sesuai dengan persyaratan-persyaratan 
yang diatur dalam perundang-undangan tentang bangunan gedung, sanksi yang 
dikenakan dapat berupa sanksi administratif ataupun sanksi pidana tergantung pada 
ringan atau beratnya pelanggaran yang dilakukan. Pelanggaran dengan tidak memenuhi 
persyaratan teknis yaitu dalam menggunakan dan memanfaatkan bangunan gedungnya 
tidak dilengkapi dengan Sertifikat Laik Fungsi bangunan gedung karena belum diajukan 
permohonan untuk uji laik fungsi bangunan gedung, maka berdasarkan Pasal 44 
Undang-Undang Bangunan Gedung Jo Pasal 111 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor 
Tentang Bangunan Gedung menyatakan setiap pemilik dan/atau pengguna yang 
melanggar ketentuan Pasal 72 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bogor tentang 
Bangunan Gedung yang menyatakan dalam memanfaatkan bangunan gedung hanya 
dapat dilakukan setelah pemilik bangunan gedung memperoleh Sertifikat Laik Fungsi 
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dan apabila melanggar ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi berupa sanksi peringatan 
tertulis. 
 
Kesimpulan 
Pembangunan Kabupaten Bogor telah mengeluarkan Perda Kabupaten Bogor No. 
12 Tahun 2009 Tentang Bangunan Gedung sebagai pelaksanaan UU No.  28 Tahun 2002 jo 
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005  tentang Bangunan Gedung yang mengatur 
persyaratan administratif maupun teknis berupa IMB dan SLF dalam melakukan 
pembangunan, penggunaan ruang di atas dan/atau dibawah tanah dan/atau air untuk 
memiliki izin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Pasal 108 Perda Kabupaten Bogor No. 12 Tahun 2009 mengenai sanksi yang 
dapat dikenakan sebagai akibat pembangunan yang tidak sesuai dengan persyaratan-
persyaratan dapat berupa sanksi administratif ataupun sanksi pidana ringan atau 
beratnya pelanggaran  baik untuk IMB maupun SLF. 
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